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Katakunci  : Prosedur, Mediasi, Perma 
 
Mediasi adalah penyelesaian sengketa perdata dengan melalui musyawaran dan 
secara kekeluargaan. Ketentuan pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dengan 
Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraktek 
mediasi dalam mendamaikan perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
terkesan gagal dan tidak optimal. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 
skripsi ini adalah bagaimana Prosedur mediasi di Pengadilan menuruta Perma No. 
1 Tahun 2008, kemudian kenapa prosedur mediasi di Mahakamah Syar’iyah 
Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Apa Saja Faktor 
Penyebabnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis data digunakan pendekatan yuridis 
empiris dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor 
penyebab kegagalan mediasi dalam mendamaikan perkara disebabkan beberapa 
hal, di antaranya; ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, jenis perkara 
yang di mediasi, lemahnya skill mediator hakim dalam mediasi, mediator hakim 
tidak bisa berbahasa daerah yang digunakan dalam mediasi, pengaruh advokad 
dalam mediasi, dan tidak mendayagunakan mediator profesional non hakim dalam 
bermediasi. Peran yang ditampilkan oleh mediator hakim dalam mediasi perkara 
belum semaksimal mungkin hal ini bisa dilihat dari kurangnya memanfaatkan 
waktu secara optimal dalam bermediasi sehingga eksistensi (keberadaan) hakim 
sebagai mediator dalam hal mediasi untuk mendamaikan perkara di mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh terkesan belum memenuhi tujuan mediasi. Hal ini bisa 
dilihat dari tingginya prosentasi tingkat kegagalan mediasi berbanding dengan 
rendahnya prosentasi tingkat keberhasilannya. Penulis menyarankan dalam usaha 
meningkatkan kualitas mediator hakim dalam mendamaikan perkara melalui 
mediasi, hendaknya Mahkamah Agung mengadakan pelatihan  untuk mediator 
hakim sebagai mutu penguasaan ilmu bantu untuk menutupi penyebab kegagalan 
mediasi. 
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TRANSLITERASI 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab adalah sebagai berikut: 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket  No. Arab Latin Ket  
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
61 ط ṭ 
t dengan titik di 
bawahnya 
2 ب b 
 
61 ظ ẓ 
z dengan titik di 
bawahnya 
3 ت t 
 
61 ع ‘ 
 
4 ث ś 
s dengan titik di 
atasnya 
61 غ gh 
 
5 ج j  02 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik di 
bawahnya 
06 ق q 
 
7 خ kh 
 
00 ك k 
 
8 د d 
 02 ل l 
 
9 ذ ż 
z dengan titik di 
atasnya 
02 م m 
 
10 ر r  02 ن n  
11 ز z  01 و w  
12 س s  01 ه h  
13 ش sy  01 ء ’  
14 ص ş 
s dengan titik di 
bawahnya 
01 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik di 
bawahnya 
   
 
 
2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
ix 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya ai 
و    َ    Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
فيك  = kaifa,  
لوه      = haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ا   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي   َ  Kasrah dan ya ī 
و   َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
      لا ق = qāla 
ي م  ر   = ramā 
     لْي ق = qīla 
    لْوق ي = yaqūlu 
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4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْالاَفاطَ الْا  ْةَض اوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ْاَةرَّو َن مالا  ْةَنا يِدَمالا  : al-Madīnah al-Munawwarah/  
 al-Madīnatul Munawwarah   
  ْاةَحاَلط  : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditranslitasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.
1
 
Kedudukan mediasi sangat penting dalam menyelesaikan suatu sengketa, karena 
penyelesaian melalui mediasi tetap menjaga hubungan baik di antara pihak yang 
bersengketa dengan mengedepankan azas musyawarah dan kekeluargaan.  
Pada dasarnya mediasi dapat dilakukan kapan, dimana dan oleh siapa 
saja dengan cara berfariasi pula. Adakalanya mediasi dilakukan di desa dengan 
bantuan keuchik (lurah) dan tokoh adat masyarakat. Seperti Tuha Peut, Tuha 
lapan, hukum adat laut
2
 setempat. Dan adakalanya mediasi juga dapat ditempuh 
dengan hukum positif yang terkait dengan sejumlah peraturan-peraturan dalam 
bermediasi di pengadilan. Namun dalam perkembangannya mediasi banyak 
diperaktikkan di pengadilan. 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 1 
Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan yang berguna untuk 
mengoptimalisasikan tujuan mediasi serta peran dari hakim mediator sebagai 
pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.  
Dalam Perma RI Nomor 1. Tahun 2008 Pasal 1. ayat 3, 6 dan 7  
menyebutkan: 
                                                     
1
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, cet. ke-
1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 21. 
 
2
Istilah lembaga adat tersebut terdapat di Aceh. Lembaga adat tersebut berfungsi 
sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan, Lihat Qanun 
Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.  
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1. Ayat 3, “Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang 
ditunujuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili 
perkara perdata.” 
2. Ayat 6, “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak 
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
melaksanakan sebuah penyelesaian.” 
3. Ayat 7, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di 
bantu oleh mediator.”3 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal yang ada dalam Perma RI No. 1 
Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bertujuan untuk memberikan 
akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat 
serta biaya ringan. Di Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh4 (yang selanjutnya 
menjadi objek atau lokasi penelitian) dan Mahkamah lainnya di seluruh Indonesia 
telah membuat sebuah lembaga mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan 
serta mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk 
dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak 
yang berpekara.  
                                                     
3
Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
 
4
Khusus untuk wilayah hukum Prov. Aceh, lembaga Pengadilan Agama dikenal dengan 
Mahkamah Syar’iyah. Ketentuan ini diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh.  
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Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk 
mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan mengupayakan mediasi 
sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut
5
. Maka ketua hakim yang 
mengadili perkara tersebut harus menunujuk hakim lain sebagai mediator atau 
disebut juga dengan hakim mediator.   
Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, 
akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada 
yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam 
bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang 
didasari dengan keikhlasan. Upaya mendamaikan pihak-pihak berpekara 
merupakan perioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu 
sengketa.
6
 Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting 
dalam menyelesaikan perkara di antara kedua belah pihak.  
Menurut amanat Perma RI No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan pada pasal 8 di jelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi 
mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang 
bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hakim yang 
dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. 
Namun dalam perkatiknya di Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh yang 
                                                     
5
Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2008 di rumuskan “Tidak menempuh 
prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 
Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.” 
 
6
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151. 
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menjadi mediator adalah seorang hakim yang di tunjuk oleh ketua majelis yang 
menangani perkara. 
Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang telah memperaktikkan 
kewajiban menempuh upaya mediasi di dalam peroses penyelesaian perkara. 
Selama ini peraktik mediasi yang dilakukan terkesan hanya sebagai formalitas, 
hakim yang kurang serius bermediasi dan cenderung menyelesaikan sengketa 
dengan cara memutus, serta kurangnya hakim mediator yang bersertifikat, 
menyebabkan peroses mediasi tidak maksimal dan banyak sengketa yang gagal 
menghasilkan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
7
  
Diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 
pengadilan menjadi dasar hukum dan keharusan menempuh peraktik mediasi  di 
Mahkamah Syar’iyah. Secara teoritis ini membawa sejumlah keuntungan, 
diantaranya perkera dapat diselesaikan dengan cepat, biaya murah, sederhana dan 
mengurangi kemacetan serta penumpukan perkara di pengadilan. Namun dalam 
perakteknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang merupakan kewenangan 
absolut dalam memediasi perkara-perkara yang ada belum mencapai tingkat 
keberhasilan yang tinggi dan terkesan gagal serta tidak optimal. 
Berangkat dari kesenjangan teori dan peraktik mediasi di Mahkamah 
Syar’iyah yang telah penulis uraikan di atas, menjadikan alasan dasar bagi penulis 
                                                     
7
Tingkat kegagalan mediasi dalam sengketa kewarisan dengan prosentase 75% 
sedangkan tingkat keberehasilannya hanya 25%. Lihat Amsanul Amri, Tesis, Efektivitas Mediasi 
dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan (studi kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh), 
Tahun2014. Sedangkan kegagalan mediasi dalam sengketa perceraian dengan prosentasi yang 
sama 75 % berbanding dengan prosentasi keberhasilan hanya 25% . Lihat Mahdani Abullatif, 
skripsi, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah syar’iyah Kota Banda Aceh 
berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tahun 2011. 
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dalam meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Prosedur Mediasi di 
Pengadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 (studi kasus pada Mahkamah 
Syar’iyah Kota Banda Aceh). Di samping itu penulis juga ingin mengetahui peran 
yang ditampilkan oleh hakim mediator dalam mediasi di Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh. 
 
1.2.Rumusan Masalah  
Perumusan Masalah berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Perma No.1 
Tahun 2008? 
2. Kenapa Prosedur Mediasi Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya? Dan Apa Saja Faktor 
Penyebabnya? 
 
1.3.Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai tujuan, dan  tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Mediasi di Pengadilan 
Menurut Perma No.1 Tahun 2008? 
3. Untuk Mengetahui Kenapa Prosedur Mediasi Pada Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya? Dan 
Mengetahui Apa Saja Faktor Penyebabnya? 
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1.4.  Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam memahami istilah yang 
terdapat dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah berikut: 
1.4.1. Eksistensi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi bermakna adanya; 
keberadaan. Keberadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan 
mediator hakim baik peran maupun andilnya dalam proses mediasi dalam 
menyelessaikan perkara perdata di pengadilan. 
1.4.2. Mediator 
Mediator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang atau 
pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan; penengah.
8
 Dalam 
literatur lain menyebutkan mediator ialah pihak ketiga atau seorang fasilitator 
yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki 
oleh para pihak.9 Dalam hal ini adalah hakim mediator yang terdapat di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh. 
1.4.3. Hakim  
                                                     
8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (edisi ketiga, 
Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 274. 
 
9
Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 
1999), hlm. 448. 
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Hakim adalah Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta 
mengatur administrasi pengadilan.
10
 Adapun yang dimaksud hakim di sini adalah 
hakim yang bertugas dan terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
1.4.4. Mendamaikan. 
Adapun mendamaikan yang dimaksud dalam skripsi ini, yaitu upaya 
penyelsaian sengketa perdata melalui jalur mediasi
11
 yang dilakukan oleh 
mediator hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.  
 
1.5.Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat persamaan dan perbedaan 
antara objek penelitian penulis dengan objek penelitian lainnya dengan tujuan 
agar dapat terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Sejauh penelusuran 
yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang 
penelitian skripsi yang berkenaan dengan “Eksistensi Mediator Hakim dalam 
Mendamaikan Perkara (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. 
Penelitian ini menitikberatkan pada peran atau keberadaan seorang hakim 
mediator dalam mendamaikan perkara perdata. Sekalipun ada kajian tentang 
mediasi , yaitu: 
                                                     
10
Kamus Hukum, Bandung: Citra Kumbara, 2008), hlm 136. 
 
11
Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang 
berarti ditengah “berada ditengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada 
ditengah orang yang bertikai. Dalam hal ini, mediator harus berada pada posisi netral, adil dan 
dipercaya dari para pihak yang bersangkutan. Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif 
Hukum Syar’iyah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2. Dalam 
literatur lain di sebutkan bahwa mediasi berasal dari kata mediation yang berarti penyelesaian 
sengketa dengan jalan menengahi. Lihat Juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di 
Luar Pengadilan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 70-71. 
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Skripsi karya Nurul Fitria yang berjudul “Efektifitas Mediasi dalam 
Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh 
Besar”.12 Adapun kesimpulan dalam skripsi adalah efektifitas pelaksanaan 
mediasi dalam penyelesaian kasus perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh jauh lebih tinggi daripada di Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar. 
Skripsi ini membahas tentang keberhasilan perceraian melalui Mediasi di 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Aceh Besar pada tahun 2010, 
perbandingan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar serta faktor 
penghamabat dan pendukung di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Aceh 
Besar. Objek penelitiannya adalah sama-sama melalui mediasi tetapi lebih kepada 
peroses keberhasilan mediasinya bukan eksistensi hakim mediator. 
Selanjutnya skripsi Mahdani yang berjudul “Efektifitas  Mediasi dalam 
Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
13
 yang berisikan tentang bagaimana 
efektifitas palaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian sesui 
dengan yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008. Bahwa proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
belum efektif dan hanya sekedar formalitas saja, hal ini dipengaruhi oleh pihak 
                                                     
12
Nurul Fitria, “Efektifitas Mediasi dalam Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar” (skripsi yang tidak diduplikasikan). Fakultas Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011. 
 
13
Mahdi Abullatif yang berjudul, “Efektifitas  Mediasi dalam Perkara Perceraian di 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008” (skripsi yang tidak dipublikasikan),  Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh, 2011. 
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tergugat tidak memiliki i’tikad baik untuk berdamai dan kurangnya hakim yang 
propesional dalam mengenai proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008. Sedangkan penulis mengkaji lebih kepada eksistensi 
mediator hakim dalam mendamaikan perkara. 
Jadi, sejauh penelusuran penulis lakukan tidak menemukan skripsi-
skripsi terdahulu yang menulis tentang Eksistensi Mediator Hakim dalam 
mendamaikan perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. Metode yang dipilih sangat bergantung pada jenis 
penelitian dan tujuan penelitian, serta rancangan penelitian yang dipilih juga 
sangat pada maksud penelitian itu dilakukan. Secara lebih jelas lagi, dalam 
penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:  
1.6.1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian yaitu: penelitian 
lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). 
Adapun  penelitain lapangan (Field Research) yaitu bertujuan untuk memperoleh 
data primer yang di tempuh dengan cara terjun langsung untuk memperoleh data 
akurat.  
Penelitian Kepustakaan (Library Research) atau (Desk Research) yaitu 
dengan mengambil sumber data tertulis  yang diperoleh dari perpustakaan, toko 
buku, perusahaan atau lembaga yang menerbitkan laporan hasil penelitian. 
10 
 
Adapun sumber data tertulis yang dimaksud seperti: Kitab perundang-undangan, 
buku, skripsi, artikel, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan 
pembahasan ini sebagai sumber data sekunder.
14
 
1.6.2. Metode Pengumpulan Data 
1.6.2.1. Sumber data primer 
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara.
15
 
1.6.2.1.1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
dilakukan oleh kedua pihak, yatiu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebu.
16
 yaitu: Ketua/wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 
hakim mediator Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, panmud hukum, panitera 
pengganti, dan kasubag kepegawaian. 
1.6.2.1.2. Studi Dokumentasi 
Dalam tulisan ini, akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah 
didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang 
dimaksud berkenaan dengan peraktek mediasi yang di lakukan di Mahkamah 
                                                     
14
Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, cet ke-2, 
(Jakarta: Penerbit PPM, 2009), hlm.180. 
 
15
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesisi Bisnis, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2005),  hlm. 42. 
 
16
Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, cet ke-3, 
(Jakarta: Salemba Humanika, 2012 ),  hlm. 118. 
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Syar’iyah Banda Aceh. Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh.
17
 
1.6.2.2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak 
langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.
18
 Dalam 
penelitian ini, Sumber Data Sekunder yang didapatkan  terdiri dari dua bahan 
hukum yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. 
1.6.2.2. 1. Bahan Hukum Primer 
Adapun bahan hukum primer penulis mengambil dari Al-Quran, Hadits,  
Bahan hukum primer dalam penelitian hukum yang utama bukanlah putusan 
pengadilan atau yurisprudensi melainkan perundang-undangan.
19
 Untuk itu 
penulis juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, 
Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
sebagai bahan hukum primer. 
1.6.2.2.2 Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena teks 
berisi mengenai perinsip-perinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
20
 Bahan hukum sekunder 
memberi semacam petunjuk dan inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik acuan 
                                                     
17
Jln. Soekarno-Hatta km2 Gampung Mibo Banda Aceh. 
 
18
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-7, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 
hlm. 36. 
 
19
Peter Marzuki, Penelitian Hukum, cet ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), hlm.141-142.  
 
20
Ibid., hlm. 142. 
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dalam memulai penelitian, juga berfungsi sebagai pemandu berfikir dalam 
menyusun argumentasi.
21
 
Buku-buku yang penulis gunakan dalam bahan hukum sekunder ini 
seperti, skripsi, tesis. Contoh buku, Syahrizal Abbas “Mediasi”. Ahmad Rofiq 
“Hukum Islam di Indonesia”. Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata di 
Lingkungan Peradilan Agama, dan buku-buku lain yang manunjang dalam 
penyelesaian penelitian ini.  
1.6.3. Tehnik analisis data  
1.6.3.1. Pendekatan yuridis empiris  
Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan cara melihat 
dari segi penerapan dan implementasi hukum, dalam hal ini penerapan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah 
Syar’iyah.22 
 
1.6.4. Batasan Waktu Dalam Penelitian 
Batasan waktu dalam penelitian ini di pandang perlu untuk membatasi 
jangka tahun yang akan diteliti dan dianalisis dalam Prosedur Mediasi di 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Adapun batasan waktu Tahun dalam penelitan 
ini ialah 2011-2014. 
 
 
                                                     
21
Ibid., hlm. 155. 
 
22
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 175. 
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1.6.5. Tehnik penyajian data 
Setiap tulisan memiliki rujukan dalam tehnik penulisannya. Dalam 
penyajian data dalam penulisan sekripsi ini, penulis menggunakan Buku Panduan 
Penulisan Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013 sebagai rujukan tehnik 
penulisan skripsi yang benar serta terjemahan Al-Qur’an yang berpedoman pada 
terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. 
 
 
1.7. Sistematika Pembahasan  
Untuk memberikan Gambaran terhadap isi skripsi ini, penulis 
mengemukakan beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini 
yaitu : 
Bab Satu yang merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab Dua berisikan tentang landasan teoritis yaitu: Pengertian mediasi dan 
mediator, dasar mediasi dalam hukum positif, tujuan dan tahapan mediasi, peran 
dan fungsi mediator dalam mediasi,  pengangkatan mediator dan syaratnya dalam 
lingkungan peradilan.  
Bab Tiga menerangkan tentang permasalahan yang menjadi objek 
penelitian, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan, Profil Mahkamah Syar’iyah, Faktor yang menyebabkan kegagalan 
14 
 
Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Eksisitensi Mediator Hakim dalam 
Mendamaikan Perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
Bab Empat yang merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan merupakan gabungan penjelasan dari bab-bab yang 
sebelumnya, dan saran dianggap penting dan perlu dengan harapan untuk 
kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. 
14 
 
 
 
BAB II 
PROSEDUR MEDIASI MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2008 
 
 
 
2.1. Pengertian Mediasi dan Mediator 
2.1.1. Pengertian Mediasi 
Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang 
bersifat konsensus. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat ditemui dalam Al-
Qur’an surah An-Nisa ayat 35 yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum 
pelaksanaan hakamain. Allah SWT berfirman: 
                           
                         ( هاروس
 ءاسينلا :53) 
 
Artinya :  “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
Maka  kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).
1
 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, hakamain adalah seorang utusan 
atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian 
sengketa perdata  (Mu’ammalah Ahwal Al-syakhsyiah). 
                                                     
1
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 
2011), hlm. 84. 
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Hakamain adalah salah satu istilah yang terdapat dalam hukum Islam 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata (Mu’ammalah Ahwal Al-
syakhsyiah) temasuk di dalamnya sengketa syiqaq. Secara umum dapat dipahami 
bahwa hakamain (juru damai dalam perkara syiqaq) seorang berasal dari pihak 
keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak isteri. Dalam hukum Islam, 
secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah is-lah (as-sulh) memutuskan 
suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara’ adalah suatu akad 
dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang 
bersengketa.
2
  
Hakamain berasal dari bahasa Arab “hakam” yang berarti perwakilan. 
Namun apabila ditambah dengan kata “ain”, maka artinyapun berubah menjadi 
dua orang perwakilan yang disebut sebagai hakamain dalam hukum Islam, yaitu 
seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk 
menyelesaikan sengketa syiqaq.
3
  
Kemudian hakamain secara istilah yang cukup popular dikalangan Hakim 
Peradilan Agama di Indonesia secara langsung diartikan dengan, “Dua orang 
hakam dari pihak hakim”. Diketahui bahwa hakam (juru damai dalam perkara 
syiqaq) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari 
pihak isteri. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat 
mengangkat,“Hakaim min jihatil hakim” yang bukan dari pihak keluarga para 
                                                     
2
Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia), 
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, 
Juz III (Beirut:Dara Al-Fikr, 1977), hlm. 305.  
 
3
Insyafli, Pemberdayaan Hakamain Dalam Penyelesaian Perceraian, http://www 
.badilag .net/data/Artikel/Mediasi. (diakses pada 15 Februari  2016), hlm. 3. 
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pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh 
Ketua Pengadilan Agama.
4
  
Sedangkan dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang 
memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya 
adalah definisi menurut Gary Goodpaster mengemukakan bahwa mediasi adalah 
proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak 
(impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu 
memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim dan 
arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara 
para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk 
membantu mereka menyelesaikan persoalan–persoalan di antara mereka. 
Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika 
sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah 
laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau 
dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian 
membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan–persoalan yang 
dipersengketakan.
5
  
Laurence Boulle, “mediation is a descision making process in which the 
parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of 
decision making and to assist the parties to reach and out come to wich of them 
                                                     
 
4
Yahya Harahap, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kedudukan Kewenangan dan 
Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 270. 
 
5
Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan 
Penyelesaian Sengeketa Melalui Mediasi, (Jakarta: Elips Project, 1993), hlm. 201.   
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can assent”.6 (mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak 
dibantu oleh mediator. Mediator berupaya untuk meningkatkan proses 
pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang bisa 
mereka setujui). 
Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian 
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat 
dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.
7
 
Sedangkan Syahrizal Abbas memberikan penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan 
lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak 
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting 
guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 
lainnya.
8
 Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan 
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan  No.01 Tahun 2008, 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 6 menyebutkan, mediasi adalah penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan mediator berdasrkan Pasal 1 butir 5 Perma 
No. 2 Tahun 2003 adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 
                                                     
6
Laurence Boulle, Mediation: Principle, Process, Practice (Sydney: Butterworths, 
1996), hlm. 1. 
 
7
Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.  
 
8
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syar’iyah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.3. 
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berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa.  
Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, dirumuskan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa 
melalui proses perundingan di pengadilan untuk memperoleh kesepakatan damai 
antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.
9
 
Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi 
adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga 
(mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat 
mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara 
para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh 
mediator.  
Fungsi mediator adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mengidentifikasi masalah dalam mencari penyelesaian sengketa. Dalam hal 
ini, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan, akan tetapi 
keputusan tetap berada di tangan para pihak. Sedangkan tujuan umum dari 
mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan dapat diterima 
para pihak yang bersengketa. 
Sedangkan perdamaian menurut hukum positif sebagaimana 
dicantumkan dalam pasal 151 KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 
adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, 
menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara sedang 
                                                     
9
Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemuadian.
10
 Dikenal juga 
dengan istilah dading  yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk 
menyelesaikan atau memberhantikan berlangsungnya terus suatu perkara.
11
 
Dengan demikian mediasi merupakan bagian dari bentuk upaya perdamaian dalam 
persengketaan.  
 
2.1.2. Pengertian Mediator 
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para 
pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. 
Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosisai, menjaga dan 
mengontrol negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para 
pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
12
 
Dalam Perma No.1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator adalah 
pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan 
cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang 
menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas pada pengadilan 
dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. 
                                                     
10
Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1985), hlm. 414. 
 
11
Simorangkir dkk, Kamus Hukum, cet ke-8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 33. 
12
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif..., hlm. 59. 
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Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada 
penunjukan dari ketua majelis. 
Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak 
memihak kepada salah satu pihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu 
pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan 
kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Oleh karenanya, 
mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (skill), yang akan 
membantunya menjalanakan kegiatan mediasi
13
 untuk mencari sejumlah 
kemungkinan penyelesaian sengketa. 
 
 
2.2. Dasar Hukum dan Tujuan Mediasi  
2.2.1.  Dasar Hukum Mediasi  
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur 
pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak 
pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg
14
. Cara penyelesaian 
perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, masih belum 
cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh 
karena itu sambil menunggu pembaharuan hukum acara, Mahkamah Agung  
                                                     
13
 Ibid., hlm. 60. 
 
14
Bunyi pasal 130 HIR: (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, 
maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. (2) 
Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat 
(Acta van vergelijk)  tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian 
yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. (3). 
Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding. (4) jika pada waktu menoba akan 
memperdamaikan kedua belah pihak, perlu diangkat seorang juru bahasa, maka peraturan pasal 
yang berikut dituruti seperti itu. Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR/RBI) tentang peradilan 
dalam perkara-perkara perdata dalam tarap pertama termasuk kekuasaannya pengadilan negeri.  
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menganggap perlu menetapkan Perma yang dapat dijadikan landasan formil yang 
komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat 
pertama mendamaikan para pihak yang berperkara.
15
 
Selanjutnya UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 
1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI 
Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
16 
Namun untuk lebih 
memberdayakan dan mengefektifkannya Mahkamah Agung memodifikasinya 
kearah yang lebih bersifat memaksa. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mediasi di pengadilan 
baru diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 
Surat edaran ini kemudian dipertegas lagi Peraturan Mahkamah Agung No.2 
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian Perma ini direvisi 
lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma ini ditetapkan mediasi 
sebagai kewajiaban dalam proses berpekara di pengadilan. Hakim tidak boleh 
                                                     
15
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 
242-243. 
 
16
Dalam Pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak 
yang berperkara sebelum putusan diajukan. Usaha mendamaikan ini dapat dilaksanakan pada 
setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak 
keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk  didengar- 
22 
 
 
 
memutus suatu perkara, jika tidak menempuh upaya mediasi.
17
 Berikut rumusan 
hukumnya: 
Pasal 2 
Ayat (1) : Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang 
terkait dengan peroser berpekara di pengadilan 
Ayat (2) : Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan 
ini. 
Ayat (3) : Tidak menempuh peroser mediasi berdasarkan peraturan ini 
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan 
pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan  putusan batal demi hukum. 
Ayat (4) : Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan 
bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian 
melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara 
yang bersangkutan. 
Pasal 4  Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan 
niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas 
putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa 
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih 
                                                     
keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua pihak berperkara itu dapat rukun dan 
damai kembali. Apabila upaya untuk mendamaikan ini tidak berhasil, maka barulah hakim 
menjatuhkan putusan cerai, terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya banding dan atau kasasi. 
 
17
Amsanul Amri, Tesis, Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan 
(Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), hlm. 40-41. 
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dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan 
bantuan mediator. 
Pasal 7 
Ayat (1) : Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah 
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
18
 
Rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan diatas, merupakan 
dasar hukum penerapan mediasi di pengadilan yang menjadi  acuan hakim dan 
mediator dalam menyelesaikan sengketa.  
 
 
 
2.2.2.  Tujuan Mediasi 
Setiap sistem hukum mempunyai maksud dan tujuan. Salah satunya ialah 
tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan umum dari mediasi adalah 
menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterima para pihak yang bersengketa 
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial.
19
 Dengan mediasi 
dapat mengantarkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi sebagaimana 
putusan biasa oleh hakim dalam peroses litigasi. Adapun tujuan dan manfaat 
mediasi, antara lain: 
a. Mempercepat peroses penyelesaian sengketa. Jika upaya mediasi 
berhasil dengan kesepakatan damai, maka waktu penyelesaian 
sengketa hanya memakan waktu maksimal 40 (empat puluh) hari 
                                                     
18
Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
 
19
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam persfektif..., hlm. 24. 
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ditambah 14 hari jika dipandang penting dan memungkinkan untuk 
berdamai. 
b. Menekan biaya berpekara yang mahal dan mewujudkan berpekera 
yang relatif murah dan sederhana. Pada umumnya biaya ditentukan 
oleh kegunaan dan lamanya peroses bermediasi. 
c. Kesepakatan damai menghasilkan win-win solution. Hal ini berbeda 
dengan peroses litigasi yang menghsilkan putusan hakim yang 
menghukum para pihak menang dan kalah. 
d. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court 
congestion) di pengadilan. Pada perinsipnya kesepakatan damai yang 
dibuat dalam akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan 
kembali. 
e. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) 
atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam peroses 
penyelesaian sengketa. Karena dalam peroses mediasi, perkara dan 
peroses penyelesaian perkara serta keputusan damai merupakan 
keputusan para pihak.  
f. Untuk memperlancar jalur keadilan (acces to justice) di masyarakat. 
g. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 
secara langsung dan secara informal dalam penyelesaian sengketa. 
h. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan 
kontrol terhadap peroses dan hasilnya, mengingat hasil mediasi 
25 
 
 
 
merupakan keputusan nonjudisial yang wewenang pengambilan 
keputusan berada ditangan pihak yang bersengketa. 
i. Untuk menjaga kerahasiaan para pihak dalam berpekara, karena 
peroses mediasi bersifat tertutup/rahasia (confidential). 
j. Untuk menjaga hubungan silaturrahmi yang baik antara para pihak 
yang bersengketa.
20
     
 
 
2.3. Peran dan Fungsi Mediator 
2.3.1. Peran Mediator 
Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang 
membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Gagal 
tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia 
berperan menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak membangun 
intraksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para 
pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan 
tersebut. 
Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para 
pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh 
keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang 
sering ditemukan ketika peroses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:
21
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Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyeleaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25-26. 
 
21
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Persfektif..., hlm.79.  
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1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para 
pihak. 
2) Menerangkan peroses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi 
dan menguatkan suasana yang baik. 
3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan. 
4) Mengajar para pihak dalam peroses dan keterampilan tawar-menawar. 
5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 
menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian 
problem. 
Dalam hal pengumpulan informasi seorang mediator harus memilki skil 
yang nantinya informasi itu akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. 
Kemudian mediator inipun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis 
sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan 
rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelsaian masalah yang juga akan 
ditindaklanjuti bersama pula.
22
 
Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran yakni peran 
yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah apabila mediator 
hanya melaksanakan peran-peran: 
1) Penyelenggaraan pertemuan. 
2) Pemimpin diskusi yang netral. 
                                                     
22
Rachmadi Usman Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 87-88. 
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3) Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan 
peroses perundingan berlangsung secara beradab. 
4) Pengendalian emosi para pihak. 
5) Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau 
segan untuk mengungkapkan pandangannnya. 
 
Dan sisi peran yang kuat mediator, bila mediator bertindak atau 
mengerjakan hal-hal berikut dalam peroses perundingan: 
1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. 
2) Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para 
pihak. 
3) Membantu para pihak agara menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. 
4) Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. 
5) Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan 
pemecahan masalah.
23
 
Peran-peran tersebut diatas harus diketahui secara baik oleh seseorang 
yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan 
Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus melakukan yang terbaik 
agar peroses mediasi berjalan dengan maksimal sehinggga para pihak merasa pusa 
dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. 
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Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet ke-2 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 59-60. 
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2.3.2.  Fungsi Mediator  
Fuller dalam Leonard L. Riskin dan james E. Westbrook menyebutkan 7 
fungsi mediator, yaitu: 
1) Sebagai katalisator (catalyst), bahwa kehadiran mediator dalam 
peroses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang 
konstruktif bagi diskusi, dan bukan sebaliknya menyebabkan 
terjadinya salah pengertian dan polasrisasi diantara para pihak 
walaupun dalam peraktek dapat saja setelah peroses perundingan para 
pihak tetap mengalami polarisasi. 
2) Sebagai pendidik (educator), berarti mediator berusaha memahami 
kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala 
usaha dari para pihak. Oleh sebab itu ia harus melibatkan dirinya 
kedalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar mampu 
menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak utnuk menyetujui atau 
menolak usulan atau permintaan satu sama lainnya. 
3) Sebagai penerjemah (translator) berarti mediator harus berusaha 
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak 
lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak 
lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak 
dicapai oleh pengusul. 
4) Sebagai narasumber (resource person) berarti mediator harus mampu 
mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber 
informasi yang tersedia.  
29 
 
 
 
5) Sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news) berarti mediator 
harus bisa menyadari para pihak dan dalam peroses perundingan dapat 
bersikap emosional. Bila salah satu pihak menyampaikan usulan 
kemudian usulan itu ditolak secara tidak sopan dan diiringi dengan 
serangan kata-kata pribadi pengusul, maka pengusul mungkin juga 
akan melakukan hal yang sama pula. Untuk itu mediator harus 
mengadakan pertemuan-pertemuan terpisah dengan salah satu pihak 
saja untuk menampung berbagai usulan. 
6) Sebagai agen realitas (agent of reality) berarti mediator harus berusaha 
memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu 
atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk 
akal untuk dicapai melalui sebuah perundingan. Dan juga 
mengingatkan para pihak agar jangan terpadu pada pemecahan 
masalah saja yang bisa jadi realistis. 
7) Sebagai kambing hitam (scapegoat) artinya mediator harus siap 
menjadi pihak yang dipersalahkan, misalnya seorang juru runding 
menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang-orang 
yang diwakilinya, ternyata orang-orang yang diwakilinya tidak merasa 
sepenuhnya puas prasyarat-prsayarat dalam kesepakatan. Juru runding 
itu dapat saja mengalihkan kegagalannya dalam memperjuangkan 
kepentingan pihak-pihak yang diwakilinya sebagai kesalahan 
mediator.
24
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Rachmadi Usman Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan..., hlm.  90-92. 
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Gifford mengidentifikasikan fungsi-fungsi mediator dalam sebuah 
perundingan sebagai berikut: 
(1) Memperbaiki kumunikasi diantara para pihak 
(2) Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya. 
(3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya 
tentang peroses perundingan. 
(4) Menanamkam sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau 
kedudukannya tidak menguntungkan. 
(5) Menjauhkan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para 
pihak.
25
 
 
2.4. Tahapan Mediasi 
Prosedur mediasi adalah  tahapan proses mediasi. Para sarjana atau 
praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat 
dalam peroses mediasi. Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam 
lima tahapan yaitu: 
1. Sepakat untuk menempuh peroses mediasi. 
2. Memahami masalah-masalah. 
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 
4. Mencapai kesepakatan. 
5. Melaksanakan kesepakatan.26 
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Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyeleaian Sengket...,hlm. 65. 
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Ibid., hlm. 74. 
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Kovach membagi proses mediasi kedalam sembilan tahapan sebagai 
berikut
27
:  
1. Penataan atau pengaturan awal. 
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator. 
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak. 
4. Pengumpulan informasi. 
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus. 
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 
7. Melakukan tawar menawar. 
8. Kesepakatan dan 
9. Penutupan. 
Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 3 sampai 
Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2004 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan
28
 dan diatur juga dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun tahapan mediasi sesuai dengan Perma  
No. 1 Tahun 2008 dapat dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:  
1) Tahap pramediasi 
Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan 
tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk 
mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa 
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Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2004), hlm. 63. 
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Syahrizal Abbas, Mediasi dalam persfektif..., hlm. 321. 
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mereka. Tahapan ini merupakan tahapan awal sebagai persiapan dalam 
menjalankan peroses mediasi. berikut dengan pasal: 
Pasal 7  
Ayat (1) : Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua 
belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk 
menempuh mediasi. 
Ayat (2) : Kehadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi 
pelaksanaan mediasi. 
Ayat (3) : Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para 
pihak, mendorong para pihak atau berperan lagsung untuk 
berperan aktif, dalam peroses mediasi. 
Ayat (4) : Hakim wajib menunda peroses persidangan perkara untuk 
memberikan kesesempatan kepada para pihak menempuh 
peroses mediasi. 
Ayat (5) : Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma 
ini kepada para pihak yang bersangkutan.  
Pasal 8  
Ayat (1) : Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-
pilihan berikut: 
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang 
bersangkutan. 
b. Advokat atau akademisi hukum. 
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c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak 
menguasai atau berpengalaman dalam menyelesaikan 
sengketa. 
d. Hakim majlis pemeriksa perkara. 
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a 
dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir 
c dan d.
29
 
Dapat dipahami bahwa inti dari tahapan pramediasi ini, antara lain 
mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu 
pemilihan mediator, dan perinsip iktikad baik.
30
 
2) Tahapan Mediasi 
Dalam tahap mediasi diatur dalam pasal 13 dan 14 Perma No. 1 tahun 
2008. Dalam pasal 13 mengatur tentang penyerahan resume atau dokeumen 
perkara dan lama waktu peroses mediasi. selengkapnya dengan isi pasal 13: 
1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak 
menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak 
menyerahkan resume kepada satu sama lain dan kepada mediator. 
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal 
memilih mediator, masing-masing pihak menyerahkan resume 
kepada satu sama lain dan kepada mediator yang ditunjuk. 
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Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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3. Peroses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak 
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis 
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5) dan (6).
31
 
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 
diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir 
masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
5. Jangka waktu peroses mediasi tidak termasuk jangka waktu 
pemeriksaan perkara. 
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat 
dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
32
 
Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008 merumuskan yang isinya adalah 
kewenangan mediator menyatatakan mediasi gagal, pada ayat (1) disebutkan 
mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau 
para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 
pertemuan mediasi sesuai jadwal mediasi yang telah disepakati setelah dipanggil 
secara patut.  
Kemudian pada ayat (2) dalam Perma ini juga disebutkan, jika setelah 
peroses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang 
sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang 
                                                     
31
Pasal 11 ayat (5) setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan 
memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang 
bersertifikat kepada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Ayat (6) jika pada 
pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka 
hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunk oleh ketua majelis hakim 
wajib menjalankan fungsi mediator. 
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nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat 
gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu 
pihak dalam peroses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak 
dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi 
dengan alasan para pihak tidak lengkap.
33
 
Penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan di salah satu ruangan 
pengadilan atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak ( Pasal 20 ayat 1) di 
mana dalam ayat 2 pasal tersebut dibatasi bahwa untuk mediator Hakim tidak 
boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan dan pasal 10 ayat 1 mengatur 
bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dikenakan biaya.
34
 
 
2.5. Pengangkatan Mediator dan Syaratnya dalam Lingkungan Peradilan 
Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi 
dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan 
maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mediasi bila dijalankan oleh 
mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator 
tidak mengikat dengan ketentuan formal. 
Perinsip utama pengangkatan mediator adalah harus memenuhi 
persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang hubungan dengan masalah 
sengketa para pihak. Akan tetapi Jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit 
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Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) 
 
34
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utnuk menjalankan mediasi, disebabkan posisi yang sangat lemah dan 
ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (personal skill).
35
 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu 
oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator 
dijelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2008  pasal 5 ayat (1) yaitu: “ kecuali 
sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang 
yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat 
mediator yang diperoleh setelah mengiktui pelatihan yang diselenggarakan oleh 
lembaga yang telah memperoleh akreditas dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia”36.  
Dalam pasal diatas pada dasrnya yang menjadi mediator adalah orang 
yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari 
lembaga yang sudah terakreditas oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pasal ini 
memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat 
mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada 
dalam lingkungan peradilan tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 
(3) dan pasal 11 ayat (6). 
Pasal 9 :  
Ayat (3) Jika dalam wilayah pengadillan yang bersangkutan tidak 
ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan 
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yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar 
mediator. 
Pasal 11 
Ayat (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan 
pemeriksa perkara yang bersetifikat, maka hakim 
memeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang 
ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi 
mediator. 
Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya 
Ketua Pengadilan Juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam 
Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 9 dengan 7 ayat. Mengenai syarat-syarat untuk 
menjadi mediator, dalam Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya 
mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah 
terakreditas oleh Mahkamah Agung. 
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BAB III 
PROSEDUR MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH 
 BANDA ACEH 
 
 
 
3.1. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
3.1.1. Sejarah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya kerajaan Aceh.
1
 
Pada masa itu peradilan dipegang oleh “Qadli malikul Adil” yang berkedudukan 
di Kutaraja sebagai ibu kota kerajaan. Qadli malikul Adil ini dapat disamakan 
dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Di masing-masing daerah 
(Uleebalang dalam istilah hukum adat Aceh) terdapat lembaga Qadli uleebalang 
yang memutuskan perkara daerahnya. Banding terhadap putusan Qadli 
Uleebalang diajukan ke Qadli malikul Adil dari tahun 1840 M masa pemerintahan 
Sultan Alaudin Sayed Maulana Abd.Al-Aziz Syah sampai dengan tahun 1873 M 
(sejak Belanda menintervensi Aceh).
 2
 
Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari 
pengadilan asli atau pengadilan adat
3
, di mana untuk tingkat Uleebalang ada 
pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk 
                                                     
1
Sejak Sulthan Iskandar Muda mengendalikan pemerintahan dari Tahun 1606 sampai 
Tahun 1632, di mana Kerajaan Aceh pada masa tersebut telah mencapai puncak kejayaan baik 
pemerintahan, ekonomi, politik, kebudayaan maupun agama. Sehingga pada waktu itu Kerajaan 
Aceh telah memiliki sebuah pedoman dasar yang berbunyi: Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum 
bak Syiah Kuala, Kanun bak Lhaksamana, Hukum ngon adaat lage zat ngon sipheut. Lihat: A. 
Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan 
Eksistensinya, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 25. 
 
2
Www. ms-bandaaceh.go.id, diakses 5 Januari 2016 
 
3
Pengadilan Asli yang merupakan pengadilan untuk bumi putra Aceh yang 
berkedudukan pada tiap-tiap Distrik dan Kontroler. Lihat: A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin 
Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh..., hlm. 32. 
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tingkat afdeeling atau onderafdeeling
4
 ada pengadilan yang bernama “Musapat” 
yang dikepalai oleh Controleur, di mana Uleebalang serta pejabat tertentu 
menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya bersangkutan dengan 
hukum agama, perkara tersebut diserahkan kepada Qadli Uleebalang untuk 
memutuskannya, tetapi kalau ada sangkutpautnya dengan hukum yang lain dari 
hukum agama, diketuai sendiri oleh Uleebalang yang bersangkutan dengan 
didampingi Qadli Uleebalang dimaksud.
5
 
Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia tidak 
banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh 
Pemerintah Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh termasuk Banda Aceh (Kutaraja) 
Jepang mengeluarkan suatu Undang-undang yang bernama “Aceh Syu Rei” 
(Undang-Undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 
Pebruari 1944) mengenai Syukya Hooin (Mahkamah Agama) Sesuai dengan bunyi 
pasal (1)
6
 Atjeh Syu Rei Nomor 12 ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, 
yakni : 
- Syu kyo-Hooin berkedudukan di Kutaraja  
                                                     
 
 
 
4
Istilah ini untuk daerah swapraja yang tidak diperintah langsung oleh Belanda. Yaitu 
daerah diluar Aceh Besar maupun Singkil (afdeling Aceh Besar dan onder afdeling Singkil). 
  
5
Www. ms-bandaaceh.go.id, diakses 5 Januari 2016 
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Bunyi pasal (1): “untuk menghormati dan menghargai agama Islam dan untuk 
menjalankan Syara’  agama Islam yang patut dan sesuai didalam Aceh Syu diadakan Syu Kyu 
Hooin (Mahkamah Islam Tinggi) di Kutaraja (sekarang Banda Aceh. Lihat: A. Hamid Sarong dan 
Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh..., hlm. 40.  
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- Seorang Qadli Son ditiap-tiap Son.7 
- Seorang Kepala Qadli dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap 
Bunsyu (Kabupaten/Kota sekarang).
 8
 
Syukyo Hooin merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan 
Kepala Qadli dan Qadli Son. Tugas Qadli Son pada saat itu mirip dengan tugas 
Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini. Syukyo Hooin terdiri dari 
anggota harian dan anggota biasa. Salah seorang dari anggota harian diangkat 
menjadi ketua (lintyo) oleh Atjeh Syu Tyokan berdasarkan tunjukan/rekomendasi 
dari kepala Pengadilan Negeri Kutaraja yang dipilih dari ulama yang cerdik 
pandai, jujur dan berpengaruh di dalam daerah Aceh.
9
 
Pembentukan Mahkamah Syar`iyah di Keredsidenan Aceh pada waktu 
itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor. 1189, tanggal 13 
Januari 1947 yang waktu itu di jabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. 
Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama 
Provinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai 
kewenangan Mahkamah Syar`iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada 
kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jawatan 
                                                     
7
Pada tingkat Kecamatan yang disebut Qadli Son dengn susunan sebagai berikut: 
Seorang Ketua, beberapa anggotanya, seorang panitera. Dengan wewenang nya mengadili dan 
menyelesaikan perkara yaitu: Nikah, Thalak, Ruju’ Fasah, Khulu’ Tafriq, mengurus perkara 
Faraid, Baitul Mal, Wakaf, Sadaqah, harta Seuhareukat. Mengurus zakat ternek, zakat fitrah, 
perak, dan zakat perniagaan yang diserahkan kepadanya. Memimpin, menjaga dan menyelidiki 
pekerjaan. Imam Masjid, Khutbah dan Teungku Meunasah. Ibid., hlm. 41. 
 
8
Di tingkat Bunsyu (Kabupaten) disebut Qadli Tyo. Qadli Tyo ini merupakan pengadilan 
tingkat kedua yang meliputi seluruh kabupaten yang merupakan pengadilan tingkat banding dan 
berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang dimintakan banding dengan susunannya sebagai 
Qadli Son. Ibid., hlm. 42. 
 
9
Www. ms-bandaaceh.go.id, diakses 5 Januari 2016 
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Agama daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps/ yang intinya bahwa hak 
Mahkamah Syar`iyah memutuskan soal-soal tentang : 
1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dsb. 
2. Pembagian pusaka (harta warisan). 
3. Harta waqaf, hibah, sadaqah, dan sejenisnya. 
4. Baitul Mal 
Untuk mendapatkan landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, 
pemerintah Aceh membawa masalah tersebut kesidang badan Pekerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh. Badan pekerja DPRA telah menguatkan kewenangan 
dimaksud dengan putusan tanggal 3 Desember 1947 Nomor 3, yang intinya 
sebagai beriku: 
1. Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera 
tentang Hak Mahkamah Syar`iyah, yaitu memutuskan : 
- Perkara nikah, thalaq, rujuk dan nafkah 
- Pembagian pusaka 
- Memutuskan harta waqaf, hibah dan sadaqah 
- Memutuskan Baitul Mal 
2. Vonnis–vonnis yang bersangkutan ini dipandang serupa kekuatan 
vonnis Hakim Negeri. 
3. Untuk sementara menunggu ketentuan dari Provinsi, maka urusan 
harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar`iyah dan 
tidak lagi menjadi hak hakim Rendah atau hakim Negeri. Untuk 
42 
 
 
 
menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jawatan Agama 
Daerah Aceh.
10
 
Perlu diketahui pula bahwa sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 
45 tahun 1957, di Aceh hanya tinggal 16 buah Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar`iyah yang dikukuhkan dengan penetapan Menteri Agama RI Nomor 58/1957 
sebagai pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1957. Keenam belas Pengadilan 
Agama/Mahkamah syar`iyah dimaksud termasuk di dalamnya Mahkamah 
Syar’iyah Kuta Raja.11 
Selanjutnya setelah melalui proses yang sangat panjang Tahun 1999 telah 
disahkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perkembangan Undang-undang 
Nomor 44 Tahun 1999 tersebut telah membawa perkembangan baru bagi Provinsi 
Aceh khususnya yang berkaitan dengan lembaga peradilan.
12
 
Selain itu juga secara khusus TAP MPR No. 4 Tahun 1999 tentnag Garis-
garis Besar Haluan Negara menegaskan dalam rangka pembangunan otonomi 
daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk 
menyelesaikan  secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang 
memerlukan penanganan segera dan bersungguh sungguh.  
Amanat TAP MPR tersebut terimplementasi yakni dengan adanya 
Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Aceh 
                                                     
10
 Ibid. 
 
11
Ibid. 
 
12
A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh..., hlm. 78-
79. 
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Darussalam yang salah satu substansinya mengamanatkan pembentukan Peradilan 
Syar’iyah sebagai peradilan  khusus yang berlaku di Aceh.13 Status daerah 
otonomi ini, memberikan wewenang bagi Aceh sekaligus membuka jalan untuk 
menerapkan syari’at Islam di Aceh sesuai dengan isi pasal 25 ayat (1)14 sebagai 
cita-cita rakyat Aceh. 
 
3.1.2. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
menjelaskan mengenai kewenangan yang diperoleh ke empat
15
 lingkungan 
peradilan. Pada perinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah 
mahkamah Konstitusi.
16
 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah peradilan syari’at Islam 
merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan 
agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Mahkamah Syar’iyah 
merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh 
hal ini sesuai dengan Undan-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
                                                     
13
Ibid. 
 
14
Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Aceh Darussalam Pasal 1 ayat (25) dijelaskan bahwa Provinsi Aceh Darussalam diberikan jalan 
dan wewenang untuk membentuk peradilan syari’at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah 
Syar’iyah sebagai bagian sistem peradilan nasional.  
 
15
Keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan meliter, dan 
peradilan tata usaha negara.  
 
16
A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh... hlm. 75. 
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Aceh, pasal 128 ayat (1) dan (2).
17
 Selanjutnya Mahkamah Syar’iyah Aceh 
disebut sebagai pengadilan tingkat banding, sedangkan Mahkamah Syar’iyah 
kabupaten /kota disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. 
Sebagai pelaksana peradilan Syari’at Islam untuk wilayah hukum Kota 
Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mempunyai perbedaan dari segi 
kompetensi dengan Pengadilan Agama dalam menangani perkara. Dengan melihat 
kewenangan Pengadilan Agama, maka Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
merupakan Pengadilan khusus dari Pengadilan Agama sepanjang yang 
menyangkut dengan kompetensi Peradilan Agama dan sebagai pengadilan khusus 
dari Peradilan Umum yang menyangkut dengan kompetensi peradilan Umum.
18
 
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah diatur dengan 
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan 
Syari’at Islam. selanjutnya sebagai pengadilan tingkat pertama, Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh juga melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Peradilan 
Agama, hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun. 1989 tentang 
Peradilan Agama Jo. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tugas pokok 
dan kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 
diantara orang yang beragama Islam di bidang. 
 
                                                     
17
Bunyi Pasal 128 ayat (1) Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem 
peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah 
yang bebas pengaruh dari pihak manapun. (2) Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi 
setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. 
 
18
A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh..., hlm. 76. 
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a. Perkawinan 
b. Kewarisan  
c. Wasiat 
d. Hibah 
e. Wakaf 
f. Zakat 
g. Infaq 
h. Shadaqah, dan 
i. Ekonomi Syariah.19 
Sedangkan, kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sesuai 
dengan peraturan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 
Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam Pasal 49 Jo. Pasal 128 ayat (3) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu: 
Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang.
20
 
a. Ahwal-Asy-Syakhsiah 
Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang ahwal-Asy-Syakhsiah 
meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, 
hibah, dan sadaqah. 
b. Mu’amalah 
                                                     
19
H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama cet. ke-14, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 29.  
 
20
A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh... hlm.123. 
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Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang mu’amalah meliputi 
hukum kebendaan dan perikatan seperti:  
- Jual beli, hutang piutang. 
- Qiradh (permodalan) 
- Musaqah, muzara’ah, mukhabarah (bagi hasil pertanian) 
- Wakilah (kuasa), Syirkah (perkongsian) 
- Ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syuf’ah (hak 
langgeh), rahnu (gadai) 
- Ilya’u al-mawat (pembukaan tanah), ma’adin (tambang), luqathah 
(barang temuan) 
- Perbankan, ijarah (sewa menyewa), taqakaful 
- Perburuhan 
- Harta rampasan 
- Waqaf, hibah, sadaqah dan hadiyah. 
c. Jinayah 
Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang jinayah adalah 
sebagai berikut: 
1. Hudud yang meliputi 
- Zina  
- Menuduh berzina (qadhaf) 
- Mencuri 
- Merampok 
- Minuman keras dan napza 
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- Murtad 
- Pemberontakan (bughat) 
2. Qishash/diat yang meliputi: 
- Pembunuhan  
- Penganiayaan21 
3. Ta’zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan 
pelanggaran syari’at selain hudud dan qishash/diat diatur dengan qanun 
Provinsi Aceh adalah sebagai berikut: 
a. Qanun Prov. NAD. No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan 
Sejenisnya. 
b. Qanun Prov. NAD. No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau Perjudian. 
c. Qanun Prov. NAD. No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau Mesum. 
d. Qanun Prov. NAD. No. 7 Tahun 2004 tentang Pelanggaran di bidang 
Zakat. 
 
  
3.1.3. Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
Mahakamah Syar’iyah Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya untuk 
memeriksa dan mengadili perkara, diselenggarakan oleh Majelis Hakim  dibantu 
oleh Panitera Pengganti. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh telah menetapkan 
adanya 12 hakim pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang akan 
melaksanakan tugas-tugas memeriksa dan mengadili perkara baik gugatan 
maupun permohonan. Dalam pelaksanaan tugas administrasi perkara dan tugas 
                                                     
21
Ibid., hlm. 220-221.   
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administrasi umum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dilaksanakan oleh 
Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil 
Sekretaris. Wakil Panitera dalam operasionalnya memberikan pelayanan kepada 
masyarakat diselenggarakan oleh 4 (empat)  orang Panitera Muda yaitu: 
1. Panitera Muda Hukum 
2. Panitera Muda Permohonan 
3. Panitera Muda Gugatan 
4. Panitera Muda Jinayat.22 
Dalam proses penyelesaian perkara, kelompok pejabat fungsional 
tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Mengenai pelaksanaan 
tugas-tugas administrasi umum pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 
Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, yang juga 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang 
Wakil Sekretaris dan 3 orang penyelenggara sub bagian masing-masing adalah: 
1. Sub Bagian Kepegawaian, yaitu melakasanakan tugas dan tanggung 
jawab menyangkut hak dan kesejahteraan pegawai, laporan 
kepegawaian, absensi pegawai dan penataan data serta arsip 
kepegawaian  pada Mahkamah Syar’iyah banda Aceh. 
2. Sub Bagian keuangan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab, bidang administrasi keuangan, penyusunan perencanaan RKA 
                                                     
22
Dokumentasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Lihat juga struktur Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh, (terlampir).     
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Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, mengelola surat-surat bidang 
keuangan serta mengolah berbagai macam bagian keuangan. 
3. Sub Bagian Umum, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
segala sesuatu yang menyangkut dengan rumah tangga, keperluan 
sehari-hari perkantoran, dan kearsipan serta penataan persuratan pada 
kantor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.23   
Wilayah hukum dalam kompetensi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
dibatasi oleh wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh. Adapun untuk yurisdiksi 
kompetensi Mahkamah Syar’iah Banda Aceh  terdiri dari 9 (sembilan) 
Kecamatan,  yaitu:  
1) Kecamatan Baiturrahman 
2) Kecamatan Banda Raya 
3) Kecamatan Jaya Baru 
4) Kecamatan Kuta Alam 
5) Kecamatan Kuta Raja 
6) Kecamatan Lueng Bata 
7) Kecamatan Meuraxa 
8) Kecamatan Syah Kuala 
9) Kecamatan Ulee Kareng.24 
                                                     
23
M. Jakfar, Wawancara, Kasubbag Kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Bada Aceh, 
disesuaikan dengan dokumentasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 Januari 2016.  
 
24
Peta Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang tertera pada dinding 
informasi.  
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Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik 
Indonesia telah mengatur dengan Surat Keputusan N0. 004/SK/II/1992 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah. Struktur organisasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh25 yang dibuat 
dalam skema adalah sebagai berikut: 
 
Skema Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
25
M. Jakfar, Wawancara, Kasubbag Kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 
disesuaikan dengan papan Struktur Organisasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.   
Majelis 
Hakim 
Ketua  
Panitera/Skretaris 
Wakil Ketua   
Wakil 
Sekretaris  
Wakil 
Panitera 
Kasubag 
Keuangan 
Kasubag 
Kepegawaian 
Kasubag 
Umum 
Panmud 
Gugatan 
Panmud 
Jinayah 
Panmud 
Hukum 
Panmud 
Permohonan 
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3.2. Faktor Kegagalan Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
 
Dalam pembahasan ini, perlu diuraikan data kegagalan mediasi dalam 
sengketa perdata yang sudah melalui upaya mediasi dalam peroses beracara di 
pengadilan. Penyajian data ini sangat penting untuk menggambarkan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. 
Adapun data tersebut diuraikan dari hasil penelitian-penelitian para akademis 
yang di lakukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait dalam hal mediasi. 
Berdasarkan dari hasil penelitian Nurul Fitri dengan judul skripsi 
Efektivitas Mediasi dalam Kasusu Perceraian, pelaksanaan mediasi di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh dalam mendamaikan perkara (khususnya perkara 
perceraian) belum mencapai tingkat keberhasilan yang efektif. Bila 
diprosentasikan tingkat kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian 
mencapai 7,16% berbanding dengan keberhasilan hanya mencapai 2,84%.
26
 
Kemudian data selanjutnya penelitian Amsanul Amri dengan judul Tesis 
Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan dari hasil penelitian, upaya mediasi yang 
dilakukan dalam mendamaikan sengketa kewarisan belum dapat dikatakan efektif 
bahkan terkesan gagal. Tingkat kegagalan mediasi bila diprosentasikan mencapai 
75%. Sedangkan tingkat keberhasilan hanya 25%.
27
  
                                                     
26
Nurul Fitri yang berjudul, “Efektifitas  Mediasi dalam Kasus Perceraian (Praktek 
Mediasi pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)” (skripsi 
yang tidak dipublikasikan),  Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda 
Aceh, 2011 
 
27
Amsanul Amri, Tesis, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan 
(studi kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh), Tahun 2014. 
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Selanjutnya dalam sengketa harta bersama upaya menempuh mediasi 
dalam perakteknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh cenderung susah untuk 
didamaikan. Sehingga dalam peraktek mediasi belum mencapai keberhasilan yang 
optimal. Tingkat keberhasilannya sangat kecil dan kebanyakan berakhir dengan 
putusan pengadilan.
28
  
Dari uraian diatas dapat dipahamai bahwa pemberlakuan mediasi dalam 
mendamaikan sengketa perdata di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum 
efektif, bahkan terkesan gagal dan tidak optimal. Kegagalan mediasi tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari aspek para pihak, aspek perkara, dan 
juga aspek mediator. Berikut ini dijelaskan beberapa faktor penyebab kegagalan 
mediasi dalam mendamaikan perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh. 
1. Ketidakhadiran salah satu dari para pihak 
Ketidakhadiran salah satu pihak dalam istilah Perma No. 1 Tahun 2008 
disebut sebagai adanya iktikad tidak baik dari para pihak. Iktikad tidak baik dari 
para pihak sangat mempengaruhi kegagalan mediasi. Karena dalam proses 
mediasi, para pihak diberikan hak untuk menyatakan mundur dari proses mediasi, 
apabila pihak lawannya menempuh upaya mediasi dengan iktikad tidak baik. 
Disamping itu juga, seorang mediator dapat menyatakan mediasi telah gagal, 
apabila para pihak atau salah satu pihak dalam upaya menempuh mediasi dengan 
tidak iktikad baik dengan segala pertimbangannya. Pernyataan mundur salah satu 
                                                     
28
Yakub Abdullah, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.  
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pihak dari mediasi, karena pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak 
baik dan pernyataan gagal oleh mediator, merupakan faktor kegagalan mediasi.
29
  
Berdasarkan sengketa kewarisan dengan Nomor Perkara 
237/Pdt.G/2012/MS.BNA dapat diidentifikasi adanya iktikad tidak baik dari para 
pihak atau salah satu pihak ini dapat juga dilihat dari ketidakhadiran salah satu 
pihak (tergugat) mulai dari sidang pertama berlangsung hingga berlangsungnya 
upaya mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak (tergugat) dengan alasan yang 
tidak jelas setelah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh, mengindikasikan bahwa mediasi susah untuk dilaksanakan dan 
hakim mediator berkesimpulan mediasi gagal untuk dilakukan. Sehingga mediator 
hakim menyatakan proses mediasi gagal dan selanjutnya penyelesaian perkara 
dilakukan dengan proses peradilan ajudikatif yang berakhir dengan amar 
putusan
30
 
2. Jenis perkara  
Berdasarkan jenis perkara yang dimediasi dan berdasarkan hasil 
penelusuan  karya ilmiah Amsanul Amri dan Abu Latif bahwa prosentase 
kegagalan mediasi dalam perkara kewarisan dan perceraian mencapai 75%. 
Adapun perkara harta bersama berdasarkan wawancara dengan mediator hakim 
                                                     
29
Ahmad Zaini, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.  
 
30Ahmad Zaini, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016. 
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lebih mudah sedikit penyelesaiannya, hal ini ditandai dengan prosentase tingkat 
kegagalan hanya mencapai  65%.
31
 
3. Lemahnya Skill mediator 
Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah 
mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah 
diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi mediator ditunjukkan 
dengan adanya sertifikat. Akan tetapi melihat keterbatasan mediator yang 
bersertifikat masih jauh dari harapan maka Perma No. 1 Tahun 2008 ini 
memberikan keringanan sesuai dengan pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) 
sehingga seluruh hakim yang berada di pengadilan dapat ditempatkan sebagai 
mediator.
32
 
Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pelaksanaan mediasi dalam  
perakteknya selama ini
33
  dipimpin oleh hakim yang menjadi mediator, karena 
ketiadaan mediator non hakim yang profesional. Sedangkan jumlah hakim yang 
berperan sebagai mediator dalam pelaksanaan di Mahkamah Syar’iyah Banda 
                                                     
31
Yakub Abdullah, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016. 
 
32
Pasal 9 ayat (3) Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang 
bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar 
mediator. Pasal 11 ayat (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim buka pemeriksa 
perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang 
ditunjuk oleh ketua majelis hakim  wajib menjalankan fungsi mediator. 
 
33
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mendayagunakan jasa mediator non hakim 
yang ditempatkan sebagai daftar mediator di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhitung sejak 
awal bulan Desember 2015.  Keberadaan mediator non hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh  baru berjalan sekitar dua bulan.  Wawancara, Kamariah, Panitera Mahakamah Syar’iyah 
Banda Aceh, Tanggal 27 Januari 2016.    
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Aceh berjumlah dua belas orang.
34
 Bila dilihat dari jumlah perkara yang 
dimediasi, maka jumlah para hakim ini terkesan tidak berimbang dengan jumlah 
perkara yang di mediasi.  
Selain dari masalah keterbatasan jumlah hakim yang menjadi mediator, 
skill  yang dimiliki oleh para mediator hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mediator hakim 
yang belum memiliki sertifikat dari lembaga yang di akreditas oleh Mahkamah 
Agung. Rendahnya skill yang dimiliki mediator hakim ini mengindikasikan fungsi 
dari mediator tidak berjalan dengan optimal.   
4. Mediator hakim tidak bisa  berbahasa Aceh 
Aspek bahasa merupakan salah satu pengaruh pendukung keberhasilan 
mediasi. Karena pada umumnya  para pihak yang berpekara lebih senang dan 
merasa lebih nyaman jika dalam peroses mediasi sesuai dengan bahasa yang 
digunakan oleh para pihak. Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak semua 
hakim yang menjadi mediator bisa menggunakan bahasa Aceh, mengingat 
beberapa hakim yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berasal dari 
luar Aceh. Oleh karena dalam peroses mediasi harus digunakan bahasa Indonesia,  
menjadi salah satu penyebab kegagalan dari mediasi itu sendiri.
35
  
5. Pengaruh Advokad 
Advokad merupakan profesi yang bergerak di badan hukum untuk 
memberikan pembelaan, pendampingan dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas 
                                                     
34
Termasuk ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.  
 
35
Yakub Abdullah, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.  
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nama kliennya.
36
 Salah satu fungsi advokad sebagai pemberi bantuan hukum di 
lingkungan pengadilan adalah pemenuhan kaualifikasi dasar agar dapat 
berinteraksi secara fungsional dengan pelaku pengadilan lainnya dan membela 
kepentingan kliennya.
37
 
Pada dasarnya, proses mediasi langsung melibatkan kepada pihak yang 
berpekara, walaupun para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, segala keputusan 
mediasi tetap berada di tangan para pihak dengan membuktikan surat persetujuan 
atau surat pernyataan dari para pihak. Namun dalam perakteknya di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh, para pihak yang diwakili oleh advokad biasanya tidak ikut 
serta dalam mengikuti peroses mediasi yang dilaksanakan.
38
 Dengan demikian, 
segala sesuatu yang terkait dengan sengketa, mulai dari pendaftaran gugatan 
sampai dalam hal proses mediasi sepenuhnya dilakukan oleh advokad. Jika 
kliennya beriktikad tidak baik, maka advokad akan mengikuti kehendak kliennya. 
Selanjutnya berkaitan dengan pola pemberian honorium dari klien 
kepada advokad di klasifikasikan pada tiga kriteria. Pertama, advokad mempunyai 
klien tetap dan menerima honor tetap. Kedua, advokad menerima honor 
berdasarkan penanganan kasus hingga selesai. Ketiga, advokad menerima honor 
dari kliennya berdasarkan jam kerja atau frekuensi pendampingan dan kunjungan 
ke-persidangan. Pola yang terakhir inilah yang menyebabkan oknum advokad 
                                                     
36
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat ddalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 85.  
 
37
Ropuan Rambe, Tehnik Peraktek Advokad, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 29. 
  
38
Ahmad Zaini, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016. 
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cenderung bersikap negatif terhadap upaya pelaksanaan mediasi di pengadilan, 
karena jika sengketa selesai dengan cepat, maka honor yang diterima kecil.
39
 
6. Mediator profesional non hakim 
Dalam pembahasan bab ini perlu dijelaskan peran mediator profesional 
non hakim. Karena dalam perakteknya di Mahakamah Syar’iyah Banda Aceh 
belum pernah mendayagunakan tenaga kerja mediator profesianal non hakim. 
sehingga menurut penulis salah satu peneyebab kegagalan mediasi di Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh juga disebabkan tidak ada tenaga mediator profesaional 
non hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.    
 
 
3.3. Eksistensi Mediator Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
dalam Mendamaikan Perkara 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksistensi adalah 
“keberadaan” dan “adanya”. Adapun penulis dalam skripsi ini menggunakan 
istilah “eksistensi” untuk mendeskripsikan peran dan keberadaan mediator hakim 
terhadap tugas, wewenang dan keterlibatan seorang mediator dalam peroses 
mediasi dalam mendamaikan perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.   
 
3.3.1. Tahap Pramediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
Tahap pramediasi merupakan tahapan awal sebagai persiapan dalam 
menjalankan proses mediasi. Pada hari sidang yang sudah ditentukan dan dihadiri 
kedua belah pihak yang berpekara, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan 
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Ahmad Zaini, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.  
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para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi sesuai 
ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008. Dalam hal para pihak tidak menghadiri 
sidang dan hanya di wakili kuasa hukumnya, maka setiap keputusan yang di ambil 
kuasa hukumnya harus mendapat persetujuan tertulis dari para pihak.
40
 
Pada hari sidang pertama dan dalam waktu yang paling lama tiga hari, 
para pihak atau melalui kuasa hukumnya memilih mediator sesuai dengan pasal 8 
Perma No.1 Tahun 2008,
41
 kemudian menyempaikan nama mediator yang di pilih 
kepada majelis hakim. Perma No.1 tahun 2008 memberikan kebebasan kepada 
para pihak untuk memilih mediator dalam bermediasi perkara. 
Namun dalam peraktek di Mahkamah Syar’iyah banda Aceh penempatan 
mediator dalam memediasi perkara ditetapkan oleh ketua majelis Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh. Penetapan ini dikarenakan kurangnya tenaga hakim untuk 
menjadi mediator dan banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh untuk di sidangkan.
42
 Secara sederhana dapat dipahami bahwa dalam 
hal penempatan mediator, para pihak yang bersengketa suka atau tidak dengan 
kriteria mediator yang detetapkan oleh ketua majelis harus di ikuti oleh para pihak 
yang bersengketa untuk melakukan mediasi.  
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 Perma. Pasal 17 Ayat (2) 
 
41
 Perma No 1 Tahun 2008, Pasal 20 
 
42
Yakub Abdullah, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 29 
Januari 2016.  
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3.3.2. Tahap Mediasi di Mahkamha Syar’iyah Banda Aceh 
Dalam pasal 13 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 merumuskan dalam 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang 
di sepakati, para pihak dapat menyerahkan resume atau dokumen lain perkara 
kepada satu sama lain dan mediator. Selanjutnya mediator menentukan jadwal 
pertemuan para pihak dan dapat didampingi kuasa hukumnya untuk memulai 
perundingan. Peroses perundingan ini pada asasnya berlangsung tertutup dan 
berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak pemilihan atau 
penunjukan mediator, atas kesepakatan bersama, jangka waktu mediasi dpata 
diperpanjang selama 14  (empat belas) hari kerja.
 43
 
Peraktek di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh dalam tahap mediasi belum 
di lakukan secara maksimal. Lama waktu yang yang ditempuh dalam bermediasi 
beragam, hal ini dikarenakan keahlian yang berbeda-beda dari kalangan para 
hakim yang menjadi mediator. Lama waktu yang di tempuh dalam mediasi paling 
lama hanya 1 (satu) minggu dan paling cepat 2 (dua) hari sejak dipilih oleh para 
pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis.
44
 Dalam waktu 1 (satu) minggu atau 2 
(dua) hari tersebut suasana dari psikologis para pihak yang bersengketa masih 
menggebu-gebu, sehingga dalam proses mediasi seorang mediator hakim belum 
                                                     
43
Lihat pasal 13 ayat (3) perma no. 1 Tahun 2008 tntang prosedur  mediasi di 
pengadilan. 
 
44
Ahmad Zaini dan Yakub Abdullah Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh, Tanggal 29 Januari 2016.   
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menemukan solusi yang tepat untuk mengakhiri sengketa, langsung 
berkesimpulan mediasi itu gagal.
45
 
 
3.3.3. Keberadaan Mediator Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
 Pada dasarnya salah satu tujuan mediasi ialah mempercepat proses 
penyelesaian sengketa, mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di 
pengadilan serta untuk memperlancar jalur keadilan di masyarakat.
46
  Apabila 
skill dan peran yang ditampilkan seorang mediator cukup bagus maka tujuan dari 
mediasi tersebut kemungkinan besar akan berhasil, karena skill akan menentukan 
berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak.
47
 Begitu 
juga sebaliknya jika kegagalan mediasi cukup besar maka tujuan dari mediasi 
tidak akan tercapai. Dalam perakteknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh skill 
dan peran mediator hakim dalam mediasi perkara terkesan belum maksimal. Hal 
ini bisa dilihat dari prosentase tingkat kegagalan mediator hakim dalam 
memediasi perkara lebih besar daripada tingkat prosentase keberhasilannya. 
                                                     
45
Menurut hemat Penulis  
 
46
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyeleaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 48-52. Lihat juga Syahrizal Abbas, Mediasi 
dalam Perspektif Hukum Syar’iyah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), 
hlm. 24. 
 
47
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syar’iyah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 90. 
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Sehingga eksistensi (keberadaan) mediator hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh, terkesan belum berpengaruh terhadap tujuan dari mediasi itu sendiri.
48
  
Kegagalan mediasi ini akan menambah jam kerja hakim di dalam 
persidangan dan menambah waktu lamanya proses persidangan. Selanjutnya, bila 
perkara berakhir dengan putusan maka para pihak merasa ada yang dimenangkan 
dan di kalahkan.
49
 Pihak yang dimenangkan tentunya akan merasa puas dengan 
putusan hakim, namun pihak yang dikalahkan merasa belum puas dan 
kemungkinan besar menempuh upaya banding dalam mencari keadilan.  
 
 
 
 
 
                                                     
48
Prosentasi tingkat kegagalan mediasi 7,16% berbanding dengan keberhasilan hanya 
mencapai 2,84%. Nurul Fitri yang berjudul, “Efektifitas  Mediasi dalam Kasus Perceraian 
(Peraktek Mediasi pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh 
Besar)” (skripsi yang tidak dipublikasikan),  Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh, 2011. Lihat juga Amsanul Amri, Tesis, Efektivitas Mediasi dalam 
Penyelesaian Sengketa Kewarisan (studi kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh), 
Tahun2014. 
 
49
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyeleaian,... hlm. 43. 
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 BAB IV 
PENUTUP 
 
 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, mengenai Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 2008 (studi kasus pada 
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh), maka dapat disimpulkan beberapa poin 
sebagai hasil temuan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Prosedur mediasi adalah tahapan mediasi sebagaimana yang telah  di atur 
dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, tahapan mediasi di bagi menjadi dua 
tahapan. Yang pertama, tahapan pramediasi yang di atur dalam Pasal 7 
dan 8 Perma No. 1 Tahun 2008. Inti dari tahapan pramediasi ini, antara 
lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas 
waktu pemilihan mediator, dan perinsip iktikad baik. Tahapan kedua 
adalah tahapan mediasi diatur dalam pasal 13 dan 14 Perma No. 1 tahun 
2008. Dalam pasal 13 ayat (1-6) mengatur tentang penyerahan resume 
atau dokeumen perkara dan lama waktu peroses mediasi . sedangkan 
pasal 14 mengatur kewenangan mediator dalam menyatakan mediasi 
berhasil atau gagal. 
2. Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkesan belum 
memenuhi prosedur mediasi sesuai dengan aturan Perma No 1 Tahun 
2008. Hal ini bisa dilihat dari tahapan pramediasi dimana dalam 
penempatan mediator dalam memediasi perkara ditetapkan oleh ketua 
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majelis Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Kemudian dalam tahapan 
mediasi terkesan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini bisa 
dilihat dalam memanfaatkan waktu mediasi yang kurang maksimal. Jika 
dalam waktu dua hari mediasi belum mencapai kesepakatan, langsung 
dinyatakan gagal.  
3. Adapun faktor kegagalan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
antara lain faktor kertidak hadiran salah satu pihak, janis perkara, 
lemahnya skill mediator, fakor bahasa, pengaruh advokat, dan tidak 
mendayagunakan mediator non hakim. 
 
4.2. Saran 
Upaya mendamaikan perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
melalui mediasi, masih banyak terdapat kendala-kendala yang menyebabkan 
banyak gagal mediasi. oleh karenanya perlu penulis kemukakan beberapa saran 
yang dapat memberikan masukan yang sifatnya konstruktif. Adapun saran-saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Dalam usaha meningkatkan kualitas mediator hakim dalam 
mendamaikan perkara melalui mediasi, hendaknya Mahkamah Agung 
mengadakan pelatihan  untuk mediator hakim sebagai mutu penguasaan 
ilmu bantu untuk menutupi penyebab kegagalan mediasi. 
2. Bagi para pihak yang bersengketa sebagai subyek hukum, hendaknya 
menyelesaiakan sengketanya dengan cara bermediasi yang 
mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan, baik di dalam 
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pengadilan khususnya maupun di luar pengadilan. Langkah ini perlu 
ditempuh untuk menjaga hubungan baik di antara pihak yang 
bersengketa.  
3. Kepada mahasiswa dan calon peneliti lain yang tertarik dengan penelitian 
ini, hendaknya meneliti mediasi ini lebih dalam lagi, karena peroses 
mediasi ini penting diterapkan dalam penyelesaian sengketa, baik di 
dalam lembaga pengadilan mauapun di luar lembaga pengadilan. 
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